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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri
Serui-Papua, penulis menarik kesimpulan bahwa peran Kejaksaan dalam
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari
hasil korupsi yaitu dapat dilihat dari tugas dan kewajiban Kejaksaan. Tugas
dan kewajiban Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang ini pada umumnya tidak mempunyai perbedaan yang
signifikan dengan tugas dan kewajiban Kejaksaan tindak pidana umum, yaitu
tugas dan kewajiban yang paling pokok adalah melakukan penuntutan.
Penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menuntut
yang diancam hukuman yang paling berat dapat menimbulkan efek jera pada
pelaku agar tidak mengulangi perbuatan. Kewajiban Kejaksaan yaitu
melakukan upaya hukum banding, apabila putusan oleh Majelis Hakim tidak
sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap putusan yang dianggap

tidak adil bagi masyarakat dan negara.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis ingin memberikan
saran bagi Kejaksaan untuk terus semangat dalam memberantas tindak pidana

pencucian uang dari hasil korupsi. Kejaksaan baiknya lebih
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mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hendaklah jaksa
penuntut umum Kejaksaan dapat melihat dan mengikuti semangat jaksa
penuntut Umum KPK pada kasus Djoko Susilo dalam melakukan
penuntututan dengan ancaman hukuman yang seberat-beratnya tanpa
memandang status sosial pelaku tindak pidana pencucian uang yang akan
muncul kemudian hari. Tuntutan dengan ancaman hukuman yang seberat-
beratnya ini secara tidak langsung memberikan efek jera pada pelaku tindak
pidana pencucian uang.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak
pidana pencucian uang hendaknya lebih memperhatikan rasa keadilan
masyarakat dengan memberikan hukuman yang paling efektif dan hendaknya
lebih  mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
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